BAB IV

PENDAFTARAN  TANAH


Pendaftaran tanah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara rutin atau terus menerus untuk mendata  atau menginventarisir tanah yang ada di seluruh Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 19 UUPA jo PP No. 24 Tahun 1997.  Pndaftaran tanah ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dari hak atas tanah.  Hak atas tanah yang harus didaftarkan berdasarkan susunannya dalam Pasal 16 UUPA, yaitu :

1. Hak milik 

2. Hak Guna Bangunan (HGU)

3. Hak guna Usaha (HGU)

4. Hak Pakai

5. Hak Pengelolaan

Pendaftaran tanah ini dilakukan melalui beberapa proses yang harus dilaksanakan 

yaitu :

1. pemetaan, pengukuran dan pembukuan

2. pendaftaran dan pengalihan hak atasn tanah

3. Pemberian alat bukti yang kuat, dalam hal ini sertipikat

Proses pendaftaran hak atas tanah ini dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional setempat sesuai dengan daerah hukum tanah yang akan didaftarkan itu berada.


Ada dua macam asas yang dikenal sehubungan dengan pendaftaran hak atas tanah ini antara lain :

1. Asas publisitas, yaitu suatu asas yang mencerminkan suatu hal yang bersifat umum, seperti siapa pemilik tanah, bagaimana peralihannnya.

2. Asas spesialitas, yaitu asas yang mencerminkan spesifik  dari fisik tanah tersebut, seperti letaknya dimana, berapa luasnya.

Hukum agraria mengenal beberapa sistem pendaftaran tanah, yaitu :

1 Sistem negatif, yang menyatakan bahwa isi dari alat bukti hak/sertipikat selalu dinggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di depan pengadilan negeri, sehingga sertipikat merupakan suatu alat bukti yang sangat kuat, namun bukan satu-satunya alat bukti karena masih dapat dimungkinkan ada alat bukti lain seperti segel.  Keuntungan sistem ini adalah dapat melindungi pemilik tanah yang sebenarnya

2 Sistem positif, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam alat bukti atau sertipikat adalah mutlak kebenarannya, sehingga sertipikat merupakan satu-satunya alat bukti.  Kelemahan sistem ini adalah kurang melindungi pemilik tanah yang sebenarnya.

3 Sistem torrens, yang menyatakan bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang lengkap dan sempurna.

Berdasarkan ketiga sistem pendaftaran tanah ini, maka sistem yang dianut oleh UUPA adalah sistem negatif yang bertendensi sistem positif, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat ketentuan  Pasal 19 ayat 2   sub c UUPA.


Sertipikat adalah suatu alat bukti hak atas tanah yang terdiri dari :

1. salinan buku tanah

2. surat ukur (berisi gambar situasi tanah tersebut/denah lokasinya)

BAB V

KONVERSI


Konversi adalah suatu proses perubahan hak atas tanah yang lama (tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan hukum adat) menjadi hak-hak atas tanah yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).  Ketentuan konversi ini diberlakukan sejak adanya UUPA yaitu sekitar tanggal 24 September 1960.  Konversi ini digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain :

A. Konversi yang terjadi karena hukum, terdiri dari konversi yang terjadi dengan sendirinya artinya tidak diperlukan suatu tindakan dari instansi baik yang bersifat konstitutif maupun deklaratif, seperti hak erpacht perkebunan besar dikonversi menjadi hak guna usaha; konversi yang disertai tindakan-tindakan tertentu secara tegas seperti hak eigendom akan berubah menjadi hak milik dengan syarat harus dimiliki oleh WNI

B. Konversi yang tidak menuju pada hak tertentu, maksudnya hak atas tanah lama tidak hanya berubah menjadi suatu hak tertentu tapi dapat berubah menjadi berbagai macam hak atas tanah, seperti hak agrarisch eigendom dapat berubah menjadi hak milik atau hak guna bangunan dan sebagainya.

C. Konversi yang memerlukan tindakan konstitutif, maksudnya bahwa haka atas tanah berdasarkan ketentuan hukum barat atau adat dimintakan secara khusus untuk diubah menjadi hak atas tanah baru tertentu, seperti hak agrarisch eigendom dimintakan untuk diubah menjadi hak guna bangunan. 

